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BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BANDUNG,

a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi,

tujuan, sasaran dan program bupati
yang tertuang dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan
umuim, program prioritas
pembangunan serta dilandasi dengan
kebijjakan keuangan daerah telah
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ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2010 - 2015;

bahwa sesuai dengan pasal 282 ayat (1)
huruf b Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta pasal 8
ayat (1) huruf a — b Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2010 - 2015, bahwa
perubahan RPJMD dapat dilakukan
apabila hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap proses perumusan dan/atau
substansi selama pelaksanaan RPJMD
menunjukkan ketidaksesuaian dengan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
bahwa hasil pengendalian dan evaluasi
selama kurun waktu 2 (dua) tahun



pelaksanaan RPJMD Tahun 2010 -
2015 telah mengalami perkembangan
sesuai dengan adanya  regulasi
pemerintah maupun tingkat pencapaian
indikator makro yang melampaui
dan/atau tidak terlampaui dari proyeksi
yang telah ditetapkan setiap tahunnya,
mempengaruhi substansi RPJMD yang
ada terutama dalam hal kebijakan
rencana pembangunan, indikator
kinerja, capaian kinerja RPJMD,
penetapan proyeksi indikator kinerja;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2015.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berita Negara tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003



Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan  Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)



10.

11.

sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia



12.

13.

14.

15.

Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan



16.

17.

18.

Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 nomor
19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian  Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesi
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara



19.

20.

21.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2010 — 2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor
28 Tahun 2010; Nomor 0199/M
PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK
07/2010, tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan
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22.

23.

Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan  Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
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24.

27.

Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 60) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Daerah
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor
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28.

29.

30.

31.

32.

6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor
22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
72 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Perimbangan Desa di Kabupaten
Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 24 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan
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33.

34.

35.

36.

37.

Pemerintahan  Kabupaten @ Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 sampai dengan 2027
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2009
Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
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38.

39.

40.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Partisipasi dan Keterbukaan Informasi
Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2014 Nomor 4).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan :

BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2010-2015.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11), diubah
sebagai berikut :
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Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga
pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3

RPJM Daerah Tahun 2010-2015 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan,
yaitu sejak tahun 2011 sampai tahun 2015
dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan

pembangunan.
RPJM Daerah Tahun 2010-2015 berikut
perubahannya merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang
memuat perencanaan pembangunan tahun
2011 dan tahun 2012 yang sudah berjalan,
tahun 2013 sedang berjalan, maupun 2014 dan
tahun 2015 yang akan datang tahun.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 6

Dokumen RPJM Daerah berikut perubahannya
sebagaimana tercantum dalam = lampiran
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(2)

(3)

(4)

merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
RPJM Daerah berikut perubahannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam  penyusunan perubahan
Renstra SKPD yang memuat visi, misi, dan
program SKPD sebagai bentuk penjabaran visi,
misi dan program Bupati.

RPJM Daerah beserta perubahannya merupakan
penjabaran dan pedoman bagi penyusunan
RKPD setiap tahun.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai pedoman untuk menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
Pengendalian dan  evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan yang tertuang dalam rencana
pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan
pemantauan dan pengawasan.
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(3) Tata cara  pengendalian dan  evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7A

(1) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
RPJM Daerah yang dilakukan dalam kurun
waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012,
terdapat substansi RPJMD yang perlu dan/atau
disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

(2) Perkembangan yang terjadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipengaruhi oleh
berbagai perubahan atau penyesuaian regulasi
dan basis data yang ditetapkan oleh pemerintah,
serta pencapaian indikator makro yang
melampaui target yang diproyeksikan.

(3) Perubahan atau penyesuaian terhadap regulasi
pemerintah  sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang turut mengatur perencanaan
pembangunan di daerah meliputi:

a. standar pelayanan minimal;
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(4)

(5)

(6)

b. percepatan tujuan pembangunan
milenium; dan/atau
c. adanya peningkatan kemampuan keuangan
yang bersumber dari dana transfer.
Penyesuaian terhadap basis data yang
ditetapkan pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) antara lain adalah data program
perlindungan sosial yang turut mempengaruhi
terjadinya perubahan penghitungan proyeksi
capaian kinerja setiap tahun rencana.
Penyesuaian terhadap pencapaian indikator
makro  pembangunan  maupun = sektoral
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), turut
mempengaruhi antara lain dalam perubahan
atau penyesuaian nomenklatur indikator
kinerja, sasaran dan program beserta indikator
kinerja serta kemudahan dalam pengukuran
keberhasilan.
Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana diuraiakan pada ayat (2) sampai
dengan ayat (5), maka perlu dilakukan
perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bab IV dihapus.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI BANDUNG,
ttd
DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreang

pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
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